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ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI
PEMBANGUNAN PASAR OLEH
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR

Oleh

TRI ARISTA

Penolakan masyarakat desa terhadap pembangunan pasar tradisional yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar menimbulkan berbagai
pertanyaan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini
berussha menelaah tentang bagamana persepss masyarakat mengenai
pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar tersebut. Serta tujuan
penelitian ini untuk mengetahui perseps masyarakat mengenai pembangunan
pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar dalam penataan pasar. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan
informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive disesuaikan jumlah yang
dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kognitif masyarakat
tidak mengetahui adanya musyawarah tentang perencanaan pembangunan pasar
tradisional Desa Karang Anyar. Pada aspek afektif, masyarakat mendukung dibuat
adanya pasar tradisional di Desa Karang Anyar namun dikarenakan banyak
kecacatan dilakukan pemerintah desa dalam rangka pembangunan dan penataan
pasar tradisional tersebut maka masyarakat menolak menerima keberadaan pasar
tersebut. Pada aspek konatif, masyarakat desa sudah melakukan demonstrasi yang
ditujukan kepada pemerintah desa untuk menyatakan penolakan pasar tradisiona
tersebut, bahkan melakukan pengaduan hukum kepada Keaksaan Tinggi Bandar
Lampung dan mengusung masalah pasar tersebut kedalam acara Musyawarah
Pimpinan Kecamatan untuk meminta bantuan solusi dan saran.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pembangunan Pasar, Pemerintah Desa



ABSTRACT

PEOPLE’S PERCEPTION ABOUT
THE MARKET BUILDING CONSTRUCTION
BY THE VILLAGE GOVERNMENT

By

TRI ARISTA

The villagers' regjection of the traditional market construction undertaken by the
village government of Karang Anyar raises many questions. With regard to these
issues, this study attempts to examine how the public perception of market
construction by the Village Government of Karang Anyar. As well as the purpose
of this study to determine the public perception of market construction by the
Government of Karang Anyar Village in the arrangement of the market. This
research uses descriptive method with qualitative approach. Determination
technique of informant in this research is purposive technique adjusted amount
needed. The results of this study indicate that the cognitive aspect of the
community is not aware of any meeting about the planning of traditional market
construction Karang Anyar Village. On the affective aspect, the community
supports made traditional market in Karang Anyar village but due to many
disabilities done by the village government in the framework of construction and
arrangement of the traditional market then people refuse to accept the existence of
that market. In conative aspect, villagers have conducted demonstrations aimed at
village government to declare the traditional market rejection, even make a legal
complaint to the Bandar Lampung High Court and bring the market problem into
Sub-district Leadership Meeting to ask for help solution and suggestion.

Keywords. People’s Perception, Market Building Construction,
Village Gover nment
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. PENDAHULUAN

L atar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang terdiri atas beberapa provinsi, kabupaten, kecamatan
hingga pada bagian terkecil yaitu desa, tentu tak pernah lepas dari fenomena
sosia yang terjadi dari desa itu sendiri. Desa atau udik, menurut definisi
yang secara universal adalah sebuah pengumpulan permukiman di area

perdesaan (rural).

Mengikuti penjelasan yang dijabarkan menurut UU No 6 Tahun 2014, desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.”

Desa yang merupakan struktur pemerintahan terkecil dari sebuah negara
mengharuskannya bisa menjalankan pemerintahan sendiri sebagai bentuk
redlisas dari otonomi desa. Dan dalam proses penyeenggaraan
pemerintahan di desa, peran serta masyarakat akan diperlukan di dalamnya
untuk menyukseskan semua program-program pemerintah desa juga. Peran

serta masyarakat ini bisa dijadikan penentu tentang gagal atau tidaknya



suatu pemerintahan. Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai tangan
panjang pemerintah pusat di daerah, memiliki peran untuk menjaankan roda
pemerintahan serta birokrasi dengan mengembangkan sumber daya manusia

yang ada dengan baik bertujuan untuk memakmurkan masyarakatnya.

Menurut Salim dalam (Sumintarsih, 1993: 2) “Salah satu cara ialah dengan
mengembangkan etika, sikap kelakuan, gaya hidup, dan tradisi-tradisi yang
mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian
lingkungan hidup”. Kegiatan tersebut perlu didukung oleh pengetahuan,
perhatian dan kesigpan untuk menerima segala masukan dari masyarakat
yang juga akan dibutuhkan oleh pemerintah desa, kemudian berperan
sebagai pihak yang dapat menerima dan menguasai dengan baik apa yang
menjadi tanggung jawabnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan

keadaan desanya dengan baik.

Desa sebetulnya merupakan bagian yang tergolong vital bagi keberadaan
bangsa Indonesia. Disebut vital dikarenakan desa merupakan satuan terkecil
dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia yang bermacam-
macam. Keberagaman yang dimaksud seperti suku, agama, bahasa yang
kemudian menyebabkan keberagaman cara berfikir, berperilaku,
berpendapat maupun gaya hidup. Selama ini terbukti keragaman tersebut
telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan diakuinya bangsa

Indonesia

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, persentase penduduk

Indonesia di perkotaan adalah 49,79%. Ini berarti, persentase penduduk



yang tinggal di perdesaan masih lebih tinggi, yaitu 52, 21% dari jumlah
penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik. 2011. Jumlah dan Distribusi

Penduduk. http://sp2010.bps.go.id/. diakses tanggal 2 September 2016).

Mengetahui hal itu, maka penguatan desa menjadi hal yang tak dapat
ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara
menyeluruh. Dengan berbagai gaya dan keunikan nya, maka di dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya sendiri pun
dapat menghasilkan fenomena sosia yang bermacam-macam. Desa bisa
dikatakan juga sebagai pemukiman penduduk yang terletak di luar kota dan
mata pencaharian sebagian besar penduduknya berada di bidang agraris atau
pertanian yang mana biasanya hasil dari mata pencaharian tersebut

kemudian didistribusikan atau diperdagangkan melaui pasar.

Pasar menjadi salah satu aset yang dimiliki desa sebagai tempat yang tak
luput dari tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari struktur
pemerintah pada tingkat terkecil. Pemerintah desa memiliki tugas dan
kewgjiban menjalankan program-program kerja yang dibutuhkan dalam
mewujudkan keberlangsungan juga menjaga kelayakan kondisi pasar demi
tetap menygahterakan dan membuat nyaman masyarakat yang

memanfaatkan pasar.

Demi tercapainya program-program yang dimaksud, maka perangkat desa
yang merupakan bagian dari pemerintah desa, juga harus terdiri dari
individu-individu yang memiliki kompetensi, kemampuan dan yang

terpenting di atas semua itu adalah kemauan dan keseriusan dalam



melaksanakan tugas dan tanggung jawab supaya bisa mewujudkan

keberhasilan dari program-program tersebut.

Perlu diketahui bahwa perangkat desa merupakan semua unsur yang terlibat
di daam desa, bak itu dari unsur RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun
Warga), Kadus (Kepala Dusun), Sekretaris desa, dan Kepala Desa, serta
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun PKK (Pembinaan
Kesgahteraan Keluarga), Karang Taruna, LKMD (Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa), dan Pemangku Adat. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014
tentang desa, telah dijelaskan semua mengenai bagian-bagian aparatur desa,
syarat menjadi anggota, proses pemilihan dan tugas kewajiban pada setiap

bagian-bagian dari perangkat desa.

Program yang dibuat untuk meningkatkan kemakmuran desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa perlu dibuat sebaik mungkin baik dalam
perencanaan, persetujuan maupun realisasinya terutama yang berkenaan
dengan membuat fasilitas yang bersifat fisik. Termasuk dalam hal penataan
pasar tradisional yang menjadi aset desa yang dibutuhkan dan harus dirawat

sebaik-baiknya seterusnya.

Tertulis dalam Perpres (Peraturan Presiden) Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 2 menyatakan dengan jelas,
bahwa pendirian pasar tradisiona wajib memenuhi ketentuan untuk
menyediakan fasilitas yang menjadikan kondisi pasar tradisional agar

bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang



nyaman. Ini berarti sudah menjadi kewagjiban bagi pemerintah desa untuk
menata dan mengatur sedemikian rupa pasar tradisional yang menjadi aset
desa supaya teratur, terawat dan menimbulkan kenyamanan bersama bagi

masyarakat yang memanfaatkannya.

Tanpa melupakan bahwa apapun rencana yang akan digunakan untuk
menciptakan suatu bentuk pembangunan, sebagai program  untuk
kesgahteraan desa dan masyarakatnya harus dikoordinasikan atau
dimusyawarahkan terlebih dahulu agar pemerintah desa dan masyarakat
desa bisa bersama-sama mengetahui dan mendapatkan persetujuan yang bisa

membawa kebaikan bersama pula, bukan kebaikan sepihak.

Pembangunan yang dilakukan dengan koordinasi yang kurang atau malah
tidak dilakukan bersama masyarakat dengan baik dikhawatirkan akan
menimbulkan kebingungan atau ketidaksetujuan di dalam kalangan
masyarakat. Seperti kgladian yang disampaikan dalam berita berikut :
Sebanyak 200 warga Desa Karang Anyar melakukan aks di
Lapangan Sepak Bola, Karang Anyar, Jati Agung, Lampung
Selatan Jumat (30/10). Aks itu dilakukan untuk menolak

pengembangan Pasar Karang Anyar oleh pihak pengembang yang
“mencaplok” tanah lapangan sepak bola.

(http://pelitanusantara.com/bandar-lampung/tol ak-1 apangan-sepak-
bola-di-jadikan-pasar-200-warga-karang-anyar-demo. diakses 27
Agustus 2016).

Penelitian ini berfokus pada masyarakat di Desa Karang Anyar Kecamatan
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang menolak pembangunan pasar
baru yang dibangun oleh pemerintah desa. Padahal pasar tersebut dibangun

pemerintah desa untuk memberikan fasilitas kebutuhan masyarakat desa



secara lebih baik, pantas dan memang diperuntukkan untuk kepentingan
masyarakat desa. Juga untuk membuat Desa Karang Anyar yang notabene-
nya sgjak awal mula dibangun tahun 1935, belum memiliki pasar yang
berdiri di atas tanah milik desa sendiri. Pasar yang lama masih berdiri di

atas tanah milik perorangan.

Menurut data pracriset Penulis, saat melakukan wawancara dengan Bapak

Suprapto Mulyono selaku warga Desa Karang Anyar :

“Saya dan warga desa yang berpartisipas dalam demonstrasi waktu
itu tidak pernah bermaksud untuk menolak pembangunan yang
dilakukan pemerintah, tetapi kalau sampa pembangunannya
merugikan masyarakat atau tak mengharga apa yang dimiliki
masyarakat seperti contohnya lapangan sepak bola itu, ya gak boleh
begitu. Padahal ukuran luas tanah yang mau dipaka untuk dibangun
pasar sudah luas betul, ukurannya sekitar 2000 meter lebih. Tapi kok
waktu direalisasikan malah tak sesua dengan yang sudah disetujui
waktu musyawarah dengan masyarakat, buktinya masih sga
menggunakan lahan lapangan yang bukan bagian dari yang
diwakafkan. Soal ini saya dan warga desa minta ditinjau ulang, jangan
sampal lapangan sepak bolajuga dipakai. Tapi waktu warga desa mau
memberi saran atau aspirasi kepada pemerintah desa soa ini kok
malah seringnya ditanggapi dengan dingin. Jadi masyarakat lama-
lama makin gerah.

Waktu musyawarah dengan masyarakat kira-kira bulan Januari 2014
sudah disetujui bersama warga dan perangkat desa bahwa tanah hibah
untuk dijadikan pasar tradisional baru sudah diatur dan dipilihlah
tanah di dekat lapangan sepak bola. Tapi waktu direalisasikan
pembangunan pasarnya kok melebihi batas yang sudah ditentukan.
Harusnya pemerintah desa menghargal lah apa yang warga desa punya
sgjak dulu yaitu lapangan sepak bola yang sudah jadi warisan dari
warga desa yang lama, jadi jangan main hantam begitu saja”.

(Sumber : hasil wawancara pra-riset Penulis dengan warga Desa
Karang Anyar Bapak Suprapto, 2 September 2016).



Pembangunan pasar sebagal pengembangan pasar tradisional desa ini
ternyata menuai penolakan dari masyarakat desa hingga akhirnya
masyarakat desa minta pembangunan pasar ini ditinjau ulang. Dengan
pernah terjadinya demonstrass yang di latarbelakangi penolakan
pembangunan ini, pemerintah desa sendiri yaitu Bapak Sumanto selaku
kepala desa berkomentar bahwa pembangunan pasar di Desa Karang Anyar
sudah disepakati masyarakat dan dibangun di atas tanah wakaf dari Hi.
Triyono yang seluas 2265 m?.
Perangkat desa dan masyarakat Desa Karang Anyar yang hadir dalam
musyawarah sudah setuju untuk dicarikan tanah hibah yang kemudian
akan kami gunakan untuk membangun pasar baru. Dan lokas yang
dipakai adalah tanah dari pak Triyono yang dihibahkan berlokas di
pinggiran lapangan sepak bola desa. Setelah mendapat dana bantuan
dari pemerintah pusat dan daerah, bulan Oktober sampa Desember
2015 dibangunlah pasar baru itu.
Terkait masalah yang hingga berujung pada aksi demonstrasi warga
desa waktu itu adalah lapangan sepak bola yang bukan dari bagian
yang diwakafkan, ikut digunakan menjadi bangunan pasar. Sebetulnya
memang ada pergeseran sedikit dimaksudkan supaya bangunan pasar
yang dibuat bisa lebih tertata dengan baik dan dirasa tak terlalu
mempengaruhi batas |ahan yang ada.

(Sumber : hasil wawancara pra-riset Penulis dengan Kepala Desa
Karang Anyar Bpk Sumanto, 17 Maret 2017).

Redlisas pembangunan dan penataan pasar Desa Karang Anyar mengal ami
penolakan dari masyarakat. Maka peresmian untuk bangunan pasar
tradisional di atas tanah lapangan tersebut menjadi tertunda dan hingga saat

ini masih belum dapat difungsikan.

Melalui hal ini, Penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat

desa mengenai pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa



Karang Anyar yang memang sengga dilakukan dan diberikan untuk
masyarakat desa, namun kenyataannya setelah bangunannya telah selesal
berdiri, justru masyarakat desa malah menolak untuk bisa difungsikannya

pasar tersebut.

Perseps masyarakat desa mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah
Desa Karang Anyar masih belum diketahui sepenuhnya. Oleh sebab itu,
berdasarkan permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian yang
membahas tentang persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar yang
dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar. Dengan diketahuinya
persepsi masyarakat tersebut, maka diharapkan Penulis dapat mengetahui
juga aasan-alasan dibalik penolakan masyarakat desa mengenai bangunan

pasar yang dibangun oleh pemerintah desa yang sebetulnya diperuntukkan

untuk masyarakat desa sendiri.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini di antaranya:

Tabel 1. Pendlitian Terdahulu

No | ama | juqul pendlitian | FOKUS Hasil Penelitian
1 Heriyanto | Persepsi Bagaimana | Persepsi masyarakat terhadap
(Skripsi, Masyarakat persepsi penyelenggaraan pelayanan
2014) Terhadap Kualitas | masyarakat publik
Pelayanan Publik | terhadap pada bagian Administrasi
Pada Bagian kualitas K esgjahteraan Rakyat
Administrasi pelayanan Pemerintah
K esgjahteraan publik pada | Kabupaten Gunungkidul
Rakyat Bagian sudah sesuai harapan, namun
Pemerintah Administrasi | pada bagian terkait dengan
Kabupaten Kesgjahteraa | prinsip kejelasan persyaratan
Gunungkidul DIY | n Rakyat teknis dan administratif masih
Pemerintah kurang jelas, bagi pengguna
Kabupaten pelayanan yang baru pertama
Gunungkidul | kali menggunakan pelayanan
DIY masi h kebingungan.




2 | Jduni Persepsi Bagaimana | Secarakognitif, masyarakat
Renaldu Masyarakat Desa | persepsi sudah mengetahui adanya
Hermawan | Kurungan Nyawa | masyarakat praktik politik
(Skripsi, Terhadap Politik Desa uang di Desa Kurungan
2017) Uang Pada Kurungan Nyawa, dan masyarakat juga

Pilkada Nyawa mengetahui tujuan

Pesawaran 2015 Kecamatan pemberian uang tersebut
Gedong adalah agar memilih calon
Tataan tertentu dan

Kabupaten masyarakat jugatelah
Pesawaran memahami bahwa politik uang
terhadap adalah hal yang tidak

politik uang | benar karena melanggar aturan
padapilkada | dalam pemilu.

Pesawaran Secara afektif, Sebagian besar
2015 masyarakat menilai positif
politik uang

yang terjadi pada saat pilkada
karena alasan kebutuhan
ekonomi dan uang

tersebut sudah dijadikan
pendapatan tambahan bagi
sebagian besar

masyarakat Desa Kurungan
Nyawa.

Secara konatif, pengaruh dari
praktik politik uang yaitu
masyarakat yang menerima
pemberian uang dari

para calon kepala daerah
dipastikan akan memilih calon
tersebut dikarenakan adanya
rasaingin membalas
pemberian uang dengan
memberikan suaranya kepada
calon tersebut.

Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2017

Perlu diketahui bahwa penelitian yang pertama membahas mengenal
bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada
Bagian Administrass Kesgahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul DIY. Yang mana pada penelitian tersebut menilai seberapa
baik kualitas dari pelayanan publik yang diberikan oleh Bagian Administrasi
Kesgahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY kepada
masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Y ogyakarta. Masalah yang

menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah belum terdapat denah
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yang mempermudah para pengguna layanan untuk menuju ke bagian

Administrasi Kesgahteraan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY,

Selain itu juga alamat website pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih
kurang pembaruan. Sarana dan pra sarana juga belum maksimal seperti
belum adanya papan informasi yang memuat persyaratan teknis dan
administratif serta informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
Informasi yang diumumkan hanya ditempelkan pada pintu di gedung kantor
pemerintah daerah setempat. Maka dari itu perlu adanya penelitian pada
Bagian Administrasi Kesgahteraan Rakyat pada Sekretariat Kabupaten

Gunungkidul.

Setelah diketahuinya persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan publik
tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dapat berbenah diri
untuk memberikan pelayanan publik lebih baik lagi dan maksimal. untuk
membahas persepss masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan teori yang didapat berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/MPAN/7/2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana
kerja, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keramahan, serta
kenyamanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perseps

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Bagian Administrasi
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Kesgahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan penelitian yang kedua membahas mengenai bagaimana persepsi
masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 2015. Masalah
yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah dikarenakan pada proses
pemilihan langsung Kepala Daerah sering kali terjadi permasalahan yang
bersifat transaks uang yang dapat dikatakan sebagai politik uang atau
money politic yang dilakukan calon kepala daerah melalui tim suksesnya
terhadap pemilih demi mendapatkan suara tidak terkecuai di Desa
Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
Memang terjadi politik uang di Desa Kurungan Nyawa pada masa Pilkada

tahun 2015 lalu.

Masyarakat Desa Kurungan Nyawa mengetahui bahwa pemberian uang
tersebut tidak lah dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk
memilih calon tersebut pada proses pemilihan umum. Ha tersebut
membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya
karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Penelitian yang kedua ini menggunakan teori Rakhmat mengenai komponen
perseps meliputi kognitif, afektif dan konatif. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana persepsi

masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
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Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 2015. Hal itu
disebabkan karena desa ini merupakan salah satu desa yang rawan akan
terjadinya politik uang pada masa pemilihan kepal a daerah dan penelitian ini
diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,
dengan pengambilan informasi sebagian besar diperoleh dari wawancara

dengan informan.

Berdasarkan kedua penelitian yang sebelumnya, keduanya cenderung hanya
memaparkan tentang informasi yang diperoleh yang disaring melalui satu
teori sgja. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, informasi yang diperoleh
dari lapangan akan diolah menggunakan teori persepsi Sarwono (2010: 25)
yang meliputi kognitif, afektif dan konatif. Setelah diperoleh informasi
melalui ketiga komponen tersebut, maka ketiganya akan ditafsirkan untuk
dapat dinyatakan sebagai persepsi yang bersifat positif atau negatif sesuai
dengan teori persepsi Robbins yang meliputi persepsi positif dan perseps

negatif.

Perlu diketahui, penelitian ini mengusung pembahasan tentang persepsi
masyarakat dalam menanggapi fenomena yang lain dari pendlitian
sebelumnya, yaitu masyarakat diminta memberitahukan persepsinya untuk
menanggapi mengenai pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah
Desa Karang Anyar. Hal ini yang kemudian membuat Penulis untuk
memutuskan dan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi
Masyarakat Mengenai Pembangunan Pasar Oleh Pemerintah Desa

Karang Anyar”.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa persepsi masyarakat desa
mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar justru

tidak baik?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa
persepsi masyarakat desa justru tidak baik mengenai pembangunan pasar

yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

M anfaat Pendlitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkannya penelitian ini

bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis : dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan dan tambahan ilmu dalam lingkup pemerintahan.

2. Secarapraktis : diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi
pemerintah dalam ha ini untuk lebih melibatkan masyarakat dalam
merencanakan sebuah program demi mendapatkan persetujuan dan

kesgjahteraan bersama.



A.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Persepsi

1. Pengertian Per sepsi

Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa latin
perceptio; dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil.
Menurut Senja (2008: 647) perseps adalah tanggapan langsung atas
sesuatu. Namun tanggapan itu tidak berhenti begitu sga, melainkan
timbul karena stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya
merupakan proses persepsi. Karena itu proses perseps tidak dapat |epas
dari proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses

persepsi.

Pengertian persepsi telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan
pandangan yang berbeda. Persepsi bersifat individual, karena setiap
individual memberikan arti tertentu terhadap rangsangan atau stimulasi
dari lingkungannya, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang
sama dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan
bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu objek tertentu yang

bersifat subyektif (Riduan dalam naskah publikasi Persepsi Masyarakat
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Mengenai Partai Politik di Keluaran Penyengat Kota Tanjung Pinang,

2014 5). Selanjutnya masalah persepsi ini di uraikan secaraterinci .

Menurut Effendy dalam (Riduan dalam naskah publikasi Perseps
Masyarakat Mengenai Partai Politik di Keluaran Penyengat Kota
Tanjung Pinang, 2014: 5) menyatakan, perseps sebagai proses dimana
kitajadi sadar akan objek atau peristiwa dalam lingkungan melalui ragam
indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan

penjamahan.

Persepsi tentang peristiwa atau objek tersebut tergantung pada suatu
ruang dan waktu, maka persepsi merupakan awal dalam pemikiran sistem
informasi yang mengandung nilai informasi yang sangat subyektif dan
situasional. Menurut Herbert (1978:5), “First of all there is a traditional
aspect that concerns the relation between duration of experience and
time occurrence of experience”.Terjemahannya adalah, “awalnya ada
aspek tradisonal atau sgarah hidup dalam diri seseorang yang
menyangkut hubungan antara durasi pengalaman dan waktu terjadinya

pengalaman”.

Menurut Rakhmat dalam (Riduan dalam naskah publikasi Perseps
Masyarakat Mengenai Partai Politik di Keluaran Penyengat Kota
Tanjung Pinang, 2014: 6), perseps adalah pengalaman tentang objek,
peristiwva aau  hubungan-hubungan yang diperoleh  dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
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Ada beberapa sub proses di dalam persepsi, dan yang dapat dipergunakan
sebagal bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang komplek dan
interaktif, sub proses pertama yang di anggap penting ialah stimulus atau
situasi yang hadir (Riduan dalam naskah publikasi Persepsi Masyarakat
Mengenai Partai Politik di Keluaran Penyengat Kota Tanjung Pinang,

2014: 6).

Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan
sensasi dengan perseps sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenal persepsi, dapat di ambil
kessmpulan bahwa persepsi adalah suatu pandangan atau pengertian,
proses sebagal penerimaan, pengorganisasian, penginterpretasian yang
dilakukan oleh individu dalam memantau suatu fenomena yang

kemudian menafsirkan fenomena tersebut menurut pemahamannya.

. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Per sepsi

Menurut Walgito dalam skripsi Jannah (2012: 14) faktor-faktor yang

berperan dalam persepsi yaitu :

a. Objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi
juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
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b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf
Alat indera atau reseptor merupakan aat untuk menerima stimulus. Di
samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk
meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf,
yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

C. Perhatian
Menyadari adanya usaha untuk mengadakan persepsi diperlukan
adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu
persigpan dalam rangka mengadakan persepsi. Namun perhatian sgja
tak cukup sebab harus diteruskan dengan kesengajaan untuk mengolah

informasi yang didapat hingga menghasilkan persepsi yang berbobot.

Menurut Maurice (1945: 32), “Inattentive perception contains nothing
more and indeed nothing other than the attentive kind”. Terjemahannya
adalah, “kurangnya perhatian yang lebih, menyebabkan persepsi tak lebih

dari sekedar jenis perhatian biasa”.

Menurut Sarwono (2010: 25) ada tiga komponen yang saling

berhubungan dalam pembentukan persepsi, yaitu :

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran
yang didasarkan padainformasi yang berhubungan dengan objek.

2. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosiona dari sikap,
yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan

sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
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3. Komponen behavior atau conative : yang melibatkan salah satu

predis-posisi untuk bertindak terhadap objek.

Persepsi menjadi demikian penting, dikarenakan dalam hal menafsirkan
segala sesuatu termasuk fenomena yang terjadi di sekitar kita, maka
setigp individu masing-masing bisa mempersepsikan sesuatu tetapi
dengan cara yang berbeda. Inilah yang disebut dengan situas ideal.
Persepsi menjadi suatu proses yang hampir bersifat otomatik dan bekerja
dengan cara yang hampir serupa pada tiap individu masing-masing,
namun sekalipun begitu secara tipikal dapat menghasilkan perseps yang

berbeda-beda.

Persepsi pada setiap individu dapat terbentuk terhadap sesuatu objek
pada lingkungannya yang didasarkan pada stimulus atau Situasi yang
sedang dihadapinya. Terkait pada kondisi masyarakat, menurut Mahmud
(1989: 79), persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok
orang terhadap atau mengenai suatu objek, peristiwa dengan melibatkan
pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melaui

proses kognisi, afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut.

Beberapa pendapat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa persepsi
merupakan suatu proses yang di awali dari penglihatan hingga terbentuk
tanggapan yang terjadi dalam diri individu, dengan begitu individu
tersebut menjadi sadar akan setigp hal dalam lingkungannya melalui
indera-indera yang dimilikinya serta dapat memberikan penilaian

mengenai suatu objek yang di amati.
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3. Faktor-faktor yang Mempengar uhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan persepsi
seseorang bisa terdapat dalam dirinya sendiri, atau pada target yang
dimana dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Menurut James
dalam skripsi Bahaki (2016: 16) ada beberapa buah faktor yang

mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, di antarnya :

1. Psikologi
Perseps seseorang mengena segala sesuatu dalam dunia ini sangat
dipengaruhi oleh keadaan psikologis. Misalnya, indahnya matahari
tenggelam disaat senja akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu
bagi orang yang buta warna.

2. Keluarga
Keluarga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak-
anaknya. Orang tua memiliki cara khusus dalam memahami dan
melihat kenyataan didunia ini, banyak sikap dan persepsi-perseps
mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

3. Kebudayaan
Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tentu juga merupakan salah
satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara

seseorang memandang dan memahami keadaan di duniaini.
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4. Proses Pembentukan Persepsi

Pendapat Walgito dalam skripsi Baihaki (2016: 18) yang menyatakan
bahwa: “proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang
menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra. Stimulus yang

diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak.

Menurut Smythies (1956: 19), “All of our sensation are aroused directly
in the brain, but in no case are we conscious of this". Artinya “semua
sensasi yang kita rasakan diteruskan menuju otak, tetapi kita terkadang
tak menyadarinya”. Namun kemudian terjadilah proses di otak sebagai
pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa
yang didengar, atau apa yang diraba atas kemauan atau kesengajaanya.
Respon sebagal akibat dari persepsi dapat di ambil oleh individu dalam

berbagai macam bentuk.”

Mengenai pemikiran persepsinya sendiri mengenal sesuatu, Seseorang
juga mengharapkan perubahan untuk yang lebih baik apabila ha yang

mereka persepsikan tak sesuai dengan harapan mereka.

Menurut Lacohe (2008: 126), “As citizens, we naturally want to be
protected from those in society who might cause us harm, but the
processes we see being deployed today do little to differentiate between
those who can be trusted and those who cannot”. Artinya adalah “sebagai
warga hegara, kitatentu ingin dilindungi dari orang-orang di masyarakat
yang mungkin menyebabkan kita dalam bahaya , tapi proses yang terlihat

sedang berjalan dan hari demi hari kami melakukan sedikit demi untuk
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membedakan antara mereka yang dapat dipercaya dan mereka yang tidak

bisa dipercaya”.

. Sifat-sifat Per sepsi

Beberapa hal yang patut kita ketahui menyangkut persoalan persepsi,
maka harus diketahui bahwa persepsi memiliki beberapa sifat tertentu.
Menurut Mulyana dalam Sari (2017: 38), sifat-sifat tersebut di antaranya

sebagal berikut :

a. Perseps mendasar pada pengalaman. Dikemukakan bahwa pola
perilaku seseorang itu berdasarkan persepsi mengenai realitas sosial
yang telah dipelgarinya (pada masa lalu). Artinya, persepsi kita
mengenai seseorang, objek atau kejadian serupa. Seperti halnya cara
kita bekerja, menilai pekerjaan yang baik bagi kita, cara kita makan,
carakitamenila kecantikan, semuaini amat tergantung pada apa yang
telah di gjarkan budaya kita mengenai hal-hal tersebut.

b. Perseps bersifat selektif. Pada dasarnya melalui indera kita, setiap
saat diri kitaini dirangsang dengan berjuta rangsangan. Jika kita harus
memberikan tafsiran atas semua rangsangan itu, maka kita ini akan
menjadi gila Karena itu, kita dituntut untuk mengatasi kerumitan
tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menarik bagi kita.

c. Perseps bersifat dugaan. Karena pada dasarnya data yang kita peroleh
melalui indera kita tidak pernah lengkap, maka sering kita melakukan

dugaan atau |angsung melakukan penyimpulan.
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d. Perseps  bersifat evaluatif. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa
apa yang mereka persepsikan sebagai sesuatu yang nyata. Artinya,
perasaan seseorang sering mempengaruhi persepsinya, padaha hal
tersebut bukanlah sesuatu yang objektif. Kita melakukan interpretasi
berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan subjektif kita
sendiri. Karena itu persepsi bersifat evaluatif, merupakan proses
kognitif yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nila dan
pengharapan dengan memaknai objek persepsi itu sendiri.

e. Perseps bersifat kontekstual. Dari setigp peristiwa komunikasi,
seseorang selalu dituntut untuk mengorganisasikan rangsangan
menjadi suatu persepsi. Konteks nampaknya berpengaruh kuat atas

perseps yang terbentuk dalam diri seseorang.

Meskipun sesungguhnya banyak informasi yang kita perlukan untuk
melakukan persepsi mengenai sesuatu (lingkungan fisik atau sosial),
namun paling tidak ada tiga jenis informasi terpenting yang perlu kita
ketahui, yaitu tujuan orang tersebut, kondis internalnya (psikologis) dan

kesamaan antara kita dengan orang tersebui.

. Perseps Positif dan Negatif

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek
yang dilihat oleh masing-masing individu. Persepsi yang terbentuk
sebagal pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang

dapat dismpulkan menjadi perseps positif dan negatif. Bentuk-bentuk



23

persepsi menurut Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17) digolongkan

menjadi dua, di antarnya:

1. Persepsi Positif
Persepsi positif merupakan penilaian individu mengena suatu objek
atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan
yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang
ada

2. Persepsi Negatif
Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu mengenai
objek atau informas tertentu dengan pandangan yang negatif,
berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan

atau dari aturan yang ada.

Penyebab munculnya persepsi negatif seseorang dapat muncul karena
adanya ketidakpuasan individu mengenai objek yang menjadi sumber
persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya
pengalaman individu mengenai objek yang dipersepsikan dan sebaliknya,
penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan
mengenai objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan
individu, serta adanya pengalaman individu mengena objek yang

dipersepsikan.

Menurut Jackson (1977: 20), “We have already in effect noted, on the
negative side, that reasonably sized, opaque material things are never

immediate objects of perception”. Artinya “dalan mempersepsikan



24

sesuatu kita otomatis melakukan pencatatan, di sisi yang negatif

memperhatikan kelayakan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan objek

persepsi”.

Tinjauan Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kesatuan dari berbagai unsur yang terlibat di dalam
desa, baik itu dari unsur RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kadus
(Kepala Dusun), Sekretaris desa, dan Kepala Desa, serta BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) maupun PKK (Pembinaan Kesgjahteraan
Keluarga), Karang Taruna, LKMD (Lembaga K etahanan Masyarakat Desa),
dan Pemangku Adat. Menurut UU No 6 Tahun 2014, pemerintah desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut

dengan namalain.

Kepala desa sebagal pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa dalam
melaksanakan pemerintahan desa dan program-programnya tertuang dalam

UU No 6 Tahun 2014 pada pasal-pasal berikut :

a. Pasal 26 Ayat 1
Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, serta
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan perangkat desa selaku yang membantu kepala desa dalam

menjalankan pemerintahan desa dan program-programnya. Perangkat desa
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adalah salah satu organ pemerintah desa, selain dari Kepala Desa. Sesuai
dengan rumusan pasal 1 ayat 3 UU Desa, kedudukan dari Perangkat Desa
adalah sebagai pembantu bagi Kepala Desa daam menjalankan fungsi
pemerintahan. Tugas perangkat desa dijelaskan pula dalam UU No 6 Tahun

2014 dalam pasal 48 dan 49 :

a. Pasal 48
Perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan
pelaksana teknis.

b. Pasal 49 Ayat 1
Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas

membantu kepal a desa dalam mel aksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 49 telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala
Desa. Serta dalam proses pengangkatan itu atau pemberian jabatan itu,
Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan
dadam UU Desa. Kepala desa juga harus berkonsultas dengan camat
sebelum membuat keputusan pengangkatan terlebih dahulu. Rumusan
mengenal persyaratan Perangkat Desa diatur dalam pasal 50, sedangkan
pemberhentiannya diatur dalam pasal 53 UU 6 Tahun 2014 tentang desa.
Penjelasan pasal 50 mengena syarat pengangkatan dan pasal 53 mengenai

pemberhentiannya adal ah sebagai berikut :

1. Pasal 50

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 48 diangkat dari

warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sedergjat

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling
kurang 1 (satu) tahun sebelu pendaftaran, dan

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/K ota.

Ketentuan lebih lanjut mengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50 ayat 1 diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten K ota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

. Pasal 53 Ayat 1

Perangkat Desa dapat atau diperbolehkan untuk berhenti karena hal-hal

sebagal berikut :

a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri, atau

c. Diberhentikan

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal ayat 1

huruf ¢ dikarenakan :

a. Usiatelah genap 60 (enam puluh) tahun
b. Berhalangan tetap
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagal Perangkat Desa, atau

d. Melanggar larangan sebaga Perangkat Desa
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Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan terlebih dahulu
dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Setelah itu, kemudian sesuai amanat pasal 53 ayat 2 huruf d UU Desa,
melanggar larangan bisa menjadi dasar untuk memberhentikan Perangkat
Desa. Adapun larangan-larangan terhadap Perangkat Desa dirinci dalam

pasal 51 dan pasal 52 berikut :

1. Pasal 51

Perangkat Desa dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Merugikan kepentingan umum

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu

e. Méeakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa

f. Meakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya

g. Menjadi pengurus partai politik

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
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i. Merangkap jabatan sebaga ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provins atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah

k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan

I. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Pasal 52

Pada pasal 52 ayat 1 menerangkan bahwa, Perangkat Desa yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenal
sanks administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Selanjutnya dalam ayat 2, dalam ha sanks administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Pasal 66 Tentang Penghasilan Perangkat Desa

Rumusan penghasilan perangkat desa disatukan dengan aturan
penghasilan Kepala Desa, sebagaimana dimuat dalam Bagian Kedelapan

Bab V, yakni Pasal 66. Rumusannya adalah sebagai berikut :
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Pasal 66 Ayat 1

Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap
setiap bulan.

. Pasal 66 Ayat 2

Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana perimbangan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/K ota.

Pasal 66 Ayat 3

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala
Desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

. Pasal 66 Ayat 4

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala
Desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan dan
memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 66 Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 serta penerimaan lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.
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Secara umum, struktur atau mekanisme pemerintahan desa dapat di-

ilustrasikan melalui bagan berikut ini :

Sekretaris Desa

Badan KepalaDesa
Permusyawaratan |~~~ """ """
Desa
[ [ |
Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun
(Kadus) (Kadus) (Kadus)
| | |
Kaur Kaur }.<aur
Pembangunan Pemerintahan K esgjahteraan
Rakyat
Kaur Umum Kaur Keuangan

Gambar 1. Bagan Struktur Pemerintahan Desa

Mengetahui adanya pasal-pasal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan dan

kewgjiban bagi pemerintah desa untuk melaksanakan apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat desa. Mengetahui apa yang masyarakat butuhkan

bisa diketahui dengan penyampaian aspirasi, saran maupun Kritik dari

masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk memberitahu pemerintah desa akan

apa saja yang perlu dibenahi dalam desa.
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Tinjauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur
pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 angka 4, yakni
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan desa di selenggarakan oleh
pemeritah desa, yakni Kepala desa dan perangkat desa dikarenakan kedua

lembaga tersebut mempuyai kedudukan yang sama.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 24
daam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, penyelenggaraan pemerintahan
desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas-asas adalah

sebagai berikut :

a. Kepastian hukum

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
c. Tertib kepentingan umum

d. Keterbukaan

e. Proporsionalitas

f. Profesionalitas
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0. Akuntabilitas

h. Efektifitas dan efisiens
I. Kearifan lokal

j. Keberagaman, dan

K. Partisipatif

Menurut Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan

Desa antaralain meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

b. Kewenangan lokal berskala Desa

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada pasal 20, pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa. Pada pasal 21, pelaksanaan
kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢ dan huruf d
diurus oleh desa. Tetapi dalam kontruksi hukumnya ada kewenangan berasal

dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan
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Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 22 yang menyatakan :

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa
meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa.

2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah
bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten
/Kota vyakni : penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Keempat hal tersebut, penugasaan disertai biaya. hanya
ada dua konsep yang diberikan batasan dalan K etentuan Umum Pasal 1 UU
Nomor 6 Tahun 2014, yakni : pembangunan desa dan pemberdayaan desa
sebagaimana pernyataan berikut ini : pembangunan desa adalah upaya
peningkatan kuaitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesgjahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesgahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.



Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasa 26 Ayat 1, kepala desa
bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa, = melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa adalah

mel aksanakan tugas, kepala desa berwenang melakukan hal-hal berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

d. Menetapkan Peraturan Desa

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

f. Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa kemudian berusaha
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesgahteraan masyarakat desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

I. Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n. Mewakili desa di daam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
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0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara
hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada
pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan
mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan, kepala desa

berhak melakukan hal-hal berikut :

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.

c. Menerima penghasilan tetap setigp bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewagjiban lainnya kepada

perangkat desa.
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Adapun karakter atau sifat pemerintahan desa yang dikehendaki serta

berusaha dituju melalui pengaturan UU Desa dapat digambarkan pada bagan

[ Profesional ]
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Gambar 2. Bagan Karakter Pemerintahan Desa berdasarkan
Rangkuman Penjelasan Umum UU 6 Tahun 2014 tentang
Desa

di bawah ini :

Tinjauan Pemberdayaan dan Pembinaan M asyar akat Desa

1. Pemberdayaan Masyar akat Desa

Ketentuan Umum UU 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesgahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esens masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.
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Menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 112 ayat 3 menyatakan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/K ota memberdayakan masyarakat desa dengan :

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan

pertanian masyarakat desa

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

¢. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di

masyarakat desa

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 112
ayat 4 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan

kawasan perdesaan.

. Pembinaan Masyarakat Desa

Tentang pembinaan kemasyarakatan desa, tercantum dalam UU No 6

Tahun 2014 pada pasal 112 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan desa.
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2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan

kepada perangkat daerah.

Keterangan dalam pasal 113, menjabarakan tentang pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat 1 meliputi :

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa

b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kepada desa

c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada
lembaga masyarakat desa

d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif

e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa

f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan |lembaga
kemasyarakatan

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan lembaga kemasyarakatan desa

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa
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i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di
desa tertentu

k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan

I. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan

m. menyusun dan memfasilitas petunjuk teknis bagi BUMDes dan

lembaga kerja sama desa

Selanjutnya dalam pasal 114, pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provins sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat 1 meliputi :

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota yang mengatur desa

b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian
aokas danadesa

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Iembaga
kemasyarakatan

d. melakukan pembinaan mana emen pemerintahan desa

e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui

bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
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f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota

g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh
desa

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam
pembiayaan desa

i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka
penataan wilayah desa

j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat
hukum adat sebagai desa; dan

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUMDes

Kabupaten/K ota dan lembaga kerja sama antar-desa

Kemudian daam Pasal 115 tentang pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1, poin-poinnya meliputi :

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan oleh desa

b. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepaladesa

c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif

d. melakukan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa
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e. melakukan evaluas dan pengawasan peraturan desa

f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa

g. mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa

h. melakukan  pembinaan dan  pengawasan  penyelenggaraan
pemerintahan desa

i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa,
Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga adat

j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat

k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan

I. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

m. melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan Ilembaga kerja sama
antar-desa, dan

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala

desa sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tinjauan Pembangunan Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 pasa 78, pembangunan desa memiliki

beberapa poin penjabaran di-antaranya:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesgahteraan masyarakat

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
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melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya aam dan lingkungan secara berkel anjutan.

2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.

3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan upaya pel aksanaan pembangunan desa, maka diperlukan
adanya perencanaan seperti yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 pada

pasal 79 meliputi :

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesual
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/ K ota.

2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
tahun, dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka M enengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
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. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala |okal
Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada
Desa

. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan

Kabupaten/ Kota.

Selama melaui tahap perencanaan, perlu diingat dalam tahap tersebut perlu

diserta beberapa instruksi berikut yang mana menurut UU No 6 Tahun

2014 dalam pasal 80 dijelaskan di-antaranya:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

2. Dadam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan

musyawarah perencanaan pembangunan desa.



3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa,

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/K ota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian

terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

a

b.

peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber dayalokal yang tersedia
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi, dan

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

Setelah melaui tahap perencanaan, maka dilanjutkan pada tahap

pelaksanaan yang mana menurut UU No 6 Tahun 2014 dalam pasa 81

dijabarkan di-antaranya:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesua dengan Rencana Kerja

Pemerintah Desa.

2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan

oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan

semangat gotong royong.
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3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya aam
desa.

4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan

kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Setelah melalui tahap pelaksanaan, maka dilanjutkan pada tahap terakhir
yaitu pengawasan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 daam pasa 82

dijabarkan tentang tahap pengawasan pembangunan desa di-antaranya :

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan
pel aksanaan pembangunan desa.

2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan
terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja
Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada
masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan
melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun

sekali.
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5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk

menanggapi |aporan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam undang-undang desa, perihal pembangunan desa juga terdapat dua
hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa Membangun

dan Membangun Desa.

1. Desa Membangun

Maksud dari desa membangun adalah, desa memiliki kewenangan penuh
dalam mengelola desanya sendiri. Dilakukan dengan pemerintah desa
bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memagukan dan
mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam
membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian
masyarakatnya, juga desa sendiri yang memutuskan sendiri kebutuhan
desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek
pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan menggunakan

prinsip oleh desa, dari desa, dan untuk desa.

2. Membangun Desa

Membangun Desa dan Desa Membangun adalah dua hal yang berbeda.
Ha ini disebabkan karena Membangun Desa merupakan kewenangan
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten
untuk membantu pengembangan desa. Desa yang membutuhkan atau

menginginkan kelkutsertaan untuk memanfaatkan program ini dapat
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dilakukan dengan mengikuti program-program pengembangan desa yang

telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Seperti program yang dibuat oleh Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrass (Kemendes). Dalam ha ini,
Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh untuk membantu
meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi
mewujudkan kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antara desa

dan kota.

Program-program yang dicanangkan oleh Kemendes untuk mendukung

usaha membangun desa yang diantaranya :

a. Prudes berarti produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak
hanya harus dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau
jasa, wisata, dan ekonomi kreatif.

b. BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana
pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mewujudkan
unit-unit usaha untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat
desa

c. Embung Desa sebagai dukungan terhadap peningkatan pertanian desa
terutamanya dalam pengairan.

d. Raga Desa sebagal perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat
desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-

bibit atlet generasi muda dari desa.
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Perlu diketahui sebelumnya bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat
daam membangun desa. Ini dikarenakan tanpa adanya tindakan
partisipatif masyarakat didalamnya, maka kegagalan dalam membangun
desa sangat mungkin terjadi. Maka dari itulah perlu dilakukan semacam
diskusi, musyawarah dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi
masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama tanpa mengistimewakan

salah satu pihak.

Perlu diingat juga bahwa diatas semua itu, ada hal yang terpenting dalam
pembangunan desa, yaitu harus dimulai dengan memperhatikan kondisi
lingkungan terlebih dahulu, kondisi sosia masyarakat kemudian terakhir
barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondis
lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena

masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam.

Mengetahui kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai
program-program yang didatangkan oleh pemerintah pusat dan ataupun
pemerintah daerah menimbulkan kontradiks dengan kondisi sosia
ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. Karena dikhawatirkan bila
pertentangan atau kontradiks itu terjadi, maka pembangunan yang

dilakukan dapat berakhir dengan sia-sia atau berujung pada kegagal an.
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Musyawar ah Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama
mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan
masyarakat. Fungs dari upaya ini adalah sebagai proses negosiasi,
rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku
kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama

mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa
memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-
Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan
untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak
dari hasil musyawarah yang dilakukan) untuk menyepakati rencana kegiatan

di desa 5 dan 1 tahunan.

Mengetahui penjabaran tersebut maka definisnya Musrenbang desa
memilik pokok pikiran yang diurai. Forum musyawarah, merupakan forum
diskusi dengan mekanisme pelaksanannya dilakukan secara terbuka untuk
bersepakat dengan bulat serta mufakat menetukan sesuatu pilihan yang
ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah satu cara untuk

mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh
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masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga
dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan

perkembangan yang terjadi di desa.

Keputusan atau hasil dari Musrembang Desa ini kemudian dimuat dalam
Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIM Desa).
Musrenbang desa sebagal salah satu tugas dan kewengan desa selaku unit
otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun
desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampa dipersempit artinya
menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan
yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang
diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi

bagian dari berjalanya otonomi desa.

Pelaksanaan dalam tingkat masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk
mencapai  kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa, serta memilih wakil-wakil dari
pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat

kecamatan.

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan
pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati
program pembangunan yang dapat memaukan keadaan desa. Dalam
Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerja

sama memikirkan cara memajukan desanya melaui program pembangunan
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desa. Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk

mencapal konsensus dan kesepakatan mengenai:

1. Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri

Musrenbang tingkat kabupaten

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapai pada
tahap konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja

Pemerintah Daerah). Dokumen ini berisikan hal-hal berikut:

[EEN

. Arah kebijakan pembangunan daerah

2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan
anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD

3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan

4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD
Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya

5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat

6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Selain itu padatingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan
serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik
seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD
memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas
masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskus pada
Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang

kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut, pada tinggkat Kabupaten/kota
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Musrenbang dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antara SKPD

dan rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat bottom up
planning, karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah
subjek (bukan objek) pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD
memiliki sifat top down planning melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh
SKPD. Disini SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan.
Dan yang perlu diingat bahwa Musrenbang berada diantara Kebutuhan,

Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD.

Berkenaan dengan analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai
pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan di
suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika
memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan
Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha atau
Wiraswasta Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama Yyaitu
Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nila dalam

beraktifitas.

Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah
atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di daerah. Berbaga prakarsa juga telah
ditempuh sgumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi
masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam

Peraturan Daerah (Perda), pengembangan peraturan daerah transparansi dan
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partisipasi, adanya keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses
perencanaan, kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk
fasilitass pembahasan anggaran, serta pelatihan metodologi dan teknik

prioritisasi alokasi anggaran bagi fasilitator acara Musrenbang.

Tinjauan Tentang Pasar

Pada reformasi, ditengah bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan
dan pembangunan di segala bidang, nasib pasar tradisional masih merana.
Keberadaan pasar tradisiona terdesak dengan munculnya pasar modern
seperti mal dan minimarket yang berkembang pesat. Sementara revitalisasi
peran pasar tradisiona yang semestinya bisa menjadi pilar pembangunan
ekonomi kerakyatan justru terabaikan dan tidak jarang manajemennya salah
urus. Banyak pasar tradisional setelah direnovasi justru menjadi sepi dan

akhirnya ditinggalkan pedagang dan pembeli.

Menurut pemaparan Maano (2011: 5). Pasar tradisiona di Indonesia,
mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari
12.625.000 pedagang, sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara.
Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir jika pasar-pasar
tradisional yang memiliki sgarah panjang kelola dengan baik dan tetap
lestari. Ironisnya hanya sepuluh persen pasar tradisiona yang dikelola
secara professional. Selebihnya pasar tradisional terkesan jorok, becek, bau

dan pengap hingga pembeli pun enggan mendatangi pasar tradisional.



1. Pengertian Pasar

Menurut Perpres No 112 Tahun 2007, pasar di artikan sebagai area
tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang
disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall,
plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Selanjutnya individu-
individu atau organisasi yang melakukan kegiatan penjualan, berdagang,
menyalur atau makelar didalam pasar dan menjua barang atau
kebutuhan-kebutuhan tertentu kepada pelanggan yang datang ke pasar

disebut pedagang pasar.

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih
pembeli (konsumen) dan penjua (produsen dan pedagang) melakukan
transaks setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga
terhadap segjumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang
menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjua mendapat
manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapat
barang yang di inginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya
sedangkan penjua mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya
digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi

produks atau pedagang.

Intinya adalah pasar adalah area tempat jual beli barang/ jasa dengan
penjua lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi
antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjua) sehingga

menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
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Pasar yang ingin diteliti oleh Penulis kali ini bersifat pasar tradisional.
Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional
tempat bertemunya penjua pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan
terjadinya transeks  setedlah melaui  proses  tawar-menawar
harga. Biasanya pasar tradisiona umumnya menyediakan berbagai
macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya

berlokasi di tempat yang terbuka.

. Fungsi Pasar

Pemaparan dalam jurnal penelitian Devi tentang Pasar Umum Gubug Di
Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar Dan Dalam
Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian tahun 2013,
pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di

antaranya

1. Segi ekonomi
Merupakan tempat transaksi atara produsen dan konsumen yang
merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand
dan suplai.

2. Segi sosia budaya
Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu
masyarakat yang meruoakan interaks antara komunitas pada sektor

informal dan formal.
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3. Arsitektur

Menunjukan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik

bangunan dan artefak yang dimiliki.

3. Jenis Pasar

Berdasarkan jenis kegiatannya, pasar terdiri dari pasar tradisiona dan
pasar modern. Menurut jurna penelitian Angga tentang Manajemen
Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Madiun dan Upaya

Peningkatannya tahun 2012, menjabarkan di antaranya:

a Pasar Tradisiona
Merupakan tempat bertemunya penjua dan pembeli serta ditandai
dengan adanya transaks penjua pembeli secara langsung,
bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran
terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada
pasar tradisiona pertemuan itu berlangsung secara tradisi dan

berlangsung lama (Rasyaf, 1994. 210).

Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjua kebutuhan sehari-
hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayursayuran,
telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dil. Selain itu juga
menjual kue tradisional dan makanan nusantara lainnya. Sistem yang
terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang
melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar
menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah

yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat
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ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli

untuk mencapai pasar.

Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan
ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia (Angga, dalam
jurnal Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten

Madiun dan Upaya Peningkatannya, 2012).

Pasar tradisional merupakan pasar yang dikhawatirkan akan tergerus
seiring kemunculan pasar modern, dikarenakan berbagai keunggulan
yang dimiliki oleh pasar modern dibanding pasar tradisional.
Keunggulan tersebut di antaranya adalah harga berbagai produk
yang lebih murah, kenyamanan saat berbelanja, menawarkan konsep
one stop shopping, juga menggunakan instrument harga bersaing
(competing on price). Namun pasar tradisional yang menjadi aset
desa yang masih dipertahankan sampai saat ini tak patut digusur

apalagi disepelekan keberadaannya.

Pemerintah desa perlu menjaga kelestariannya dan eksistensinya
dikarenakan pasar tradisiona menjadi kebanggaan tersendiri bagi
masyarakat desa terutama pedagang kecil. Untuk mempertahankan
pasar tradisional paling tidak ada tiga upaya untuk mencegah proses
pemusnahan pasar tradisional yang dapat dilakukan oleh pemerintah

desa.

Pertama, intervensi pemerintah melalui regulasi yang memberikan

pembatasan wilayah bagi beroperasinya pasar modern. Kedua,
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pemerintah harus berupaya untuk menata ulang pasar tradisiona
baik untuk memperbaiki penampilan yang lebih baik, maupun untuk

menciptakan kenyamanan dalam berbelanja di pasar tradisional.

Ketiga, pemerintah harus berupaya untuk menjembatani bagi
pedagang pasar tradisional untuk bisa menjadi pemasok bagi pasar

moden (Radhi, 2008: 145-146).

Dukungan adanya peraturan dari presiden yang mengatur tentang
pasar tradisional yang telah dikeluarkan, yaitu peraturan presiden
(Perpres) No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern (biasa disebut
perpres pasar modern), akhirnya sudah ditanda tangani oleh Presiden
Susilo Bambang Y udhoyono pada tanggal 27 Desember 2007 lalu
(Wicaksono, dalam jurnal Persepsi Pedagang Pasar Terhadap
Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota
Semarang, 2015).

Pasar Modern

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandal
dengan adanya transaksi jua beli secara tidak langsung. Pembeli
melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang
sudah ditata sebelumnya. Harga barang sudah tercantum pada tabel
yang pada rak-rak tempat barang tersebut diletakan dan merupakan

harga pasti tidak dapat ditawar.
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Tinjauan Tentang Masyarakat dan Ciri-cirinya

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (2001: 92) menyatakan bahwa
masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan
kebudayaan. Sedangkan menurut Koentjaningrat (2009: 115) “masyarakat
adal ah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat continue dan yang terikat dalam satu rasa
identitas bersama”. Selain itu Soekanto (2001: 95) mengemukakan bahwa

ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Manusiayang hidup bersama, sekurang-kurangnyaterdiri atas dua orang.

2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya
manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup
bersama itu, timbul sistem komunikas dan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan antarmanusia.

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.

4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama
menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu

dengan lainnya.

Mengetahui uraian di atas dapat dissimpulkan bahwa masyarakat adalah
sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam
satu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang

yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan.
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Kerangka Pikir

Penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk dijadikan sebagai
pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, ini dimaksudkan supaya
penelitian yang dilakukan tetap fokus pada kajian yang akan diteliti. Alur

kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Pembangunan, perawatan dan penataan infrastruktur sebagai bentuk kerja
pemerintah, sebagal usaha untuk membuat masyarakatnya lebih sgjahtera,
nyaman dan makmur menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan
daerah, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebaiknya di
awali dengan perumusan rencana melalui musyawarah bersama masyarakat

demi mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama sebaik-baiknya.

Pemerintah desa tak boleh mengabaikan kegiatan seperti ini sebagai bentuk
kepedulian dan pelaksanaan kewagjiban dalam menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan desa dalam hal pembangunan desa. Namun daam
pel aksanaannya, bisa timbul masalah pada titik tertentu yang kemudian bisa
menghambat penyelesaian suatu program dari pemerintah desa. Seperti
halnya yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan, saat ini masalah yang sedang terjadi adalah
pembangunan dan penataan pasar tradisional yang diprakarsa oleh

pemerintah desa yang menuai penolakan dari masyarakat desaitu sendiri.

Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam membangun dan menata
pasar tradisional baru yang dimaksudkan untuk kepentingan umum didesa

tergolong dalam hal penyediaan infrastruktur, justru direspon dengan
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penolakan dari masyarakat desa yang kemungkinan banyak hal dalam
proses pembuatan pasar tersebut yang tak sesuai dengan keinginan
masyarakat. Sehingga pasar tradisiona baru tersebut hingga saat ini tak
kunjung diresmikan oleh pemerintah desa untuk difungsikan dikarenakan

penol akan-penolakan dari masyarakat desa.

Mengetahui fenomena itu, Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui
bagaimana persepsi masyarakat desa terkait dengan pembangunan pasar
yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Karang Anyar tersebut. Penulisingin
melihat dari perspektif atau sudut pandang masyarakat desa atas penolakan
hasil kerja Pemerintah Desa Karang Anyar yang membangun pasar
tradisional baru yang direncanakan sebagal ganti pasar tradisiona yang

lama, dengan berdasarkan tiga aspek berikut :

1. Nila kognitif
2. Nila afektif

3. Nila konatif

Ketiga komponen di atas merupakan 3 komponen, pembagian dari proses

pembentukan persepsi berdasarkan pendapat dari Sarwono (2010: 25).

Setelah mendapatkan jawaban yang terdiri dari 3 komponen tersebut dari
masyarakat desa, Penulis bisa menggolongkan persepsi masyarakat desa
sesuai dengan yang di utarakan oleh Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17)
yaitu yang menyatakan bahwa persepsi memilki dua kategori yaitu positif
dan negatif. Persepsi positif merupakan penilaian yang dilakukan oleh

individu dalam menanggapi suatu objek dengan pandangan yang positif atau
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sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai aturan yang ada. Sedangkan
sebaliknya yaitu persepsi negatif merupakan penilaian yang dilakukan oleh
individu dalam menanggapi suatu objek dengan pandangan yang negatif
atau tak sesuai dengan yang diharapkan dan tak sesuai dengan aturan yang

ada.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka

pikir sebagal berikut :

PEMBANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DESA
KARANG ANYAR

A\ 4

PEMBANGUNAN PASAR
TRADISIONAL

A 4

PENOLAKAN
MASYARAKAT DESA

v
Persepsi Masyarakat, berdasarkan
teori Sarwono (2010: 25):

N NEGATIF/POSITIF
1. Kognl_tlf » Robbins dalam skripsi
2. Afektl_f Hadi (2016: 17)
3. Konatif

Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir



[11. METODE PENELITIAN

Tipe Pendlitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Menurut lbrahim (2015: 52), pendekatan kualitatif adalah cara kerja
penelitian yang menekankan pada aspek pendaaman data demi
mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Adapun maksud dalam
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dalam melakukan penelitian ini,
Penulis berpedoman menggunakan cara kerja penilaian subjektif
nonstatistik. Artinya, ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini
bukanlah angka-angka atau skor, tetapi kategorisasi nilai atau kualitasnya.
Kemudian penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan
untuk dapat menggambarkan keadaan tentang objek yang diteliti secara

kontekstual dan apa adanya seperti yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dengan menggunakan prosedur-prosedur
statistik atau cara-cara lain dari kuantifikas atau pengukuran sehingga
berbeda dengan penelitian kuantitatif. Data dihimpun dengan pengamatan
yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai

catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis



dokumen dan catatan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk
membuat generalisas dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada
penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,

2005: 171).

Menurut Rakhmat (2009: 24), metode deskriptif kualitatif hanya
memaparkan peristiwa atau situasi tanpa mencari dan menjelaskan sebuah
hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dengan begitu,
Penulis dapat memaparkan, mendeskripsikan dan menyimpulkan fenomena
yang terjadi tentang mengapa perseps masyarakat desa mengenai
pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar bersifat negatif

dikarenakan terjadi penolakan dan kontradiksi di dalamnya.

Adapun perbedaannya seperti dijelaskan Cram (2014: 20), “the term
qualitative is used to describe certain types of information. the term is
distinguished from the term quantitative data, in which items are described
in terms of quantity and which a range of numerical values are used without
implying that a particular numerical value refers to a particular distinct
category”. Yang artinya, “kualitatif istilah yang digunakan untuk
menggambarkan jenis informasi tertentu. Istilah inilah yang membedakan
dari data kuantitatif, di mana kuantitatif dijelaskan dalam ha kuantitas
menggunakan rentang nilai numerik digunakan tanpa menandai bahwa nilai

numerik tertentu mengacu pada kategori yang tertentu pula”.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang

kehidupan masyarakat, sgarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi,
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aktivitas sosia, dan lain-lain. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk
menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang
kadangkala merupakan sesuatu yang sangat sulit dipahami  secara
memuaskan. Ini dikarenakan juga Penulis turun langsung ke objek
penelitian untuk mendapatkan data sehingga Penulis sendiri dapat disebut

sebagai instrumen penelitian.

Ada pula yang dikatakan oleh Bernard (2013: 28), “social research, whether
it’s based on questionnaires, field observation, or experiments, is based on
defining variables, looking for associations among them, and trying to
understand whether and how variation in one thing causes variation in
another. Yang artinya, “sebuah penelitian sosial, apakah yang berdasarkan
kuesioner, observasi |apangan, atau percobaan, berdasarkan mendefinisikan
variabel, mencari asosias antara mereka, dan mencoba untuk memahami

apakah dan bagaimana variasi dalam satu hal menyebabkan varias lain”.

Penelitian kualitatif sebagal salah satu prosedur penelitian  yang
menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang
yang di amati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan
uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat di
amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisas tertentu
dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang
utuh, komprehensif dan holistik. Menurut Santana (2007: 80), penulisan

karya tulis ilmiah kualitatif bertujuan hendak mendalami pemahamannya
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mengenai sebuah topik, dan ini dilakukannya melaui interpretasi dari apa

yang telah ditemukannya.

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, juga dikarenakan
sesuai dengan kebutuhan penditian ini yaitu untuk mengumpulkan
informasi aktual secara rinci yang bisa mendeskripsikan gejala yang ada
tentang mengapa persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh
Pemerintah Desa Karang Anyar justru bersifat negatif dikarenakan

terjadinya penolakan dari masyarakat desa sendiri.

Menurut Losifides (2011: 2),“seperti yang disebutkan “with qualitative
methods such a qualitative interviewing, biographical/narrative
approaches, focus groups, participant observation and so on”. Yang artinya
“dengan metode kualitatif seperti wawancara kualitatif , biografi pendekatan

/ narasi, kelompok fokus, observas partisipan dan sebagainya”.

Pilihan untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penulis bisa
mendapatkan jawaban juga aasan mengapa informan bisa memberi jawaban
tertentu, sehingga informasi menjadi lebih spesifik. Dengan begitu,
diharapkan Penulis bisa ikut memahami informasi tersembunyi dibalik

fenomena yang diteliti dengan lebih memuaskan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan demi dapat menjelaskan fenomena dengan
sgelas mungkin melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya.
Penelitian tak mengutamakan besarnya populas atau bisa dikatakan bahwa
samplingnya sangat terbatas. Kemudian jika data yang berhasi

dikumpulkan sudah mendalam dan sudah bisa digunakan untuk menjelaskan
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fenomena yang diteliti maka tak perlu mencari sampling lainnya. Di sini
yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data dan

bukan kuantitas data (Krisyantono, 2006: 56).

Fokus Pendlitian

Mengenai fokus dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan
adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus akan memberikan batasan
daam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dalam
pembatasan ini akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi

tujuan dalam penelitian.

Fokus penelitian adalah hal terpenting dalam penelitian kualitatif, hal ini
karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi penelitian, bahkan tidak
ada satu peneliti pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Sebab
perumusan fokus penelitian yang tepat, membuat Penulis akan terhindar dari

pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Perumusan fokus penelitian atau masalah di dalam penelitian kualitatif
bersifat tentatif, yang berarti bahwa penyempurnaan rumusan fokus atau
masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah di lapangan,
bisa juga dengan menggunakan rumusan masalah yang akan dirumuskan

menjadi sebuah acuan dalam menentukan fokus penelitian.

Fokus penelitian juga bermanfaat dikarenakan Lampard (2002: 37),“one of
the principal objective of research design is to identify a clear focus for the

research process’. Yang artinya “salah satu tujuan utama dari desain
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penelitian adalah untuk mengidentifikasi fokus yang jelas untuk proses
penelitian”. Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat
mengenai pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa
Karang Anyar. Hal tersebut dilihat dari beberapa komponen di antaranya

kognitif, afektif dan konatif.

Menurut Sarwono (2010: 25) ada tiga komponen yang saling berhubungan

yang dapat digunakan, di antaranya:

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran
yang didasarkan padainformasi yang berhubungan dengan objek.
Penulis pada bagian ini, ingin mengetahui apa yang diketahui
masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa
Karang Anyar.

2. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap,

yaitu emos yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan
sebagali menyenangkan atau tidak menyenangkan.
Penulis pada bagian komponen ini, bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis seberapa jauh sikap masyarakat desa dalam menanggapi
pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.
Terlebih lagi setelah terjadi aks penolakan pembangunan dan penataan
pasar tradisional yang baru.

3. Komponen behavior atau conative : yang melibatkan salah satu predis-

posis untuk bertindak terhadap objek. Penulis pada bagian ini, ingin
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mengetahui bagaimana tindakan yang di ambil oleh masyarakat desa

menanggapi pembuatan pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar.

Setelah diperoleh dari 3 komponen yang saling berkaitan di atas, persepsi
tersebut kemudian bisa dikategorikan menjadi positif ataupun negatif.
Menurut Robbins dalam skripsi Hadi (2016: 17) perseps positif dan negatif

dijabarkan sebagai berikut :

1. Perseps Positif

Perseps individu mengenai suatu objek atau informasi dengan
pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek
yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Dalam penéelitian ini,
masyarakat diminta memberikan persepsi mereka mengenai kinerja

Pemerintah Desa Karang Anyar dalam penataan pasar.

Apabila menurut masyarakat yang dimintai keterangan, menuturkan
bahwa mereka merasa puas atau merasa diuntungkan mengenai apa
yang dikerjakan pemerintah desa dalam menata pasar yang selama ini
menjadi tempat mereka mencari nafkah, maka dapat diketahui bahwa
perseps mereka adalah positif mengena kinerja pemerintah desa

dikarenakan kenyataan yang terjadi sesuai harapan mereka.

Kondis kerangka bangunan kios-kios pasar tak ada lagi yang
bergoyang bila diterpa angin dan keadaan lantainya rata tak
bergelombang bisa menjadi alasan kenapa mereka memiliki persepsi

positif karena sesuai dengan yang mereka minta atau butuhkan.
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2. Perseps Negatif

Merupakan persepsi individu mengenai objek atau informasi tertentu
dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan
dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Ini adalah
kebalikan dari persepsi positif, dan dalam penelitian ini yang terjadi
adalah masyarakat yang terpilih sebagai informan menuturkan bahwa
pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karang Anyar
kurang memuaskan dikarenakan alasan-alasan tertentu yang diutarakan

oleh informan.

Infrastruktur pasar secara fisikk dirasa sama sekali tidak nyaman
ditempati dan mungkin bila diteruskan seperti itu akan membahayakan
keselamatan pemakai atau pengunjung pasar. Kemudian informan bisa
sga menuntut Pemerintah Desa Karang Anyar untuk segera

mengevaluas kembali hasil kerjanya yang kurang memuaskan.

Lokas Pendlitian

Lokasi penelitian kali ini ditentukan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Lokas pendlitian ditentukan dengan mempertimbangkan alokasi dan jarak.
Jarak tempuh yang relatif dekat, diharapkan dapat menekan alokasi dana
dan waktu, sehingga penelitian dapat berjalan secara lebih efektif dan
efisien. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan faktor geografis, tenaga,
waktu dan biaya menjadi salah satu pertimbangan penting yang kemudian

diputuskan untuk dilaksanakan.
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Untuk mengetahui persepsi masyarakat, mengenai kasus yang akan diteliti
di lokasi penelitian akan berusaha untuk didapatkan dengan tanpa unsur

pemaksaan atau kekangan dari kepentingan Penulis.

Menurut Bailey (2011: 9), “Qualitative researchers also study people in
their natural settings, to identify how their experiences and behaviour are
shaped by the context of their lives, such as the social, economic, cultural or
physical context which they live”. Yang artinya “peneliti kualitatif juga
mempelgari orang-orang dalam sifat natura mereka (narasumber), untuk
mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan perilaku mereka dibentuk oleh
konteks kehidupan mereka, seperti konteks sosial, ekonomi, budaya atau

fisik yang mereka tinggal”.

Lokas penelitian dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selain karena pertimbangan di atas
(arak tempuh, waktu, biaya, dan tenaga), desa ini dipilih dikarenakan
keberadaan pasar tradisional baru yang dalam pembuatannya justru malah

mendapat penolakan dari warga desa sendiri.

Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya berupa data
primer dan data sekunder. Adapun data-data yang dimaksud penjelasannya

adalah :
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1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara kepada
informan secara langsung dengan informasi yang ditentukan dari
keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Diungkapkan
pula oleh Effendy (1997: 216), data primer adalah data yang diperoleh

sendiri oleh pendliti dari hasil pengukuran, pengamatan, dan survei.

Informan berasal dari kalangan masyarakat Desa Karang Anyar yang
dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, dikarenakan Penulisingin
memilih informan tertentu yang dianggap menguasai informasi yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh Penulis secara mendalam.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bersifat menjadi pendukung yang
diperoleh melalui sumber-sumber pendukung selain penelitian. Data-data
yang dimaksud seperti misalkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, data
sensus penduduk tahun 2010, hasil dokumentasi ataupun berita dari
media elektronik yang masih ada hubungannya dan mendukung proses

penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat sehingga mampu menjawab
permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang di antaranya:
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1) Wawancara/ Interview
Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti
dengan beberapa narasumber, dan dilakukan secara terbuka agar dapat
memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut dalam rangka
menjawab secara bebas. Ini bermaksud untuk memperoleh kejelasan
dari sumber-sumber data tersebut yang mungkin belum dapat dipahami

oleh Penulis.

Hal tersebut juga bermaksud untuk memperoleh pengertian maupun
penjelasan yang lebih mendalam tentang realitas objek yang diteliti.
Menurut Moore (dalam Holloway, 2002: 259) “wawancara adalah
semacam percakapan dengan suatu tujuan (conversation with a
purpose)”. Untuk wawancara kualitatif yakni ketika peneliti dan

informan menjadi mitra percakapan (conversational partners).

Pelaksanaannya juga perlu mempersiapkan pertanyaan baik tertulis
maupun tak tertulis agar tak menimbulkan kebingungan mengena apa

yang akan di gukan sebagai pertanyaan ke informan.

Menurut Punch (2014: 146),“In structured interview the respondent is
asked a series of pre-established questions, with pre-set response
categories”. Yang artinya “dalam wawancara terstruktur, responden
diminta serangkaian pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya, dengan

kategori respon sudah ditetapkan terlebih dahulu”.

Fischer (2006: 27), “Juga disampaikan oleh pendapat lain “your

requests for volunteers should include details, succinctly presented,
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about the amount of time required of participants and what they will be
asked to do, who they can contact for more information, and so on”.
Yang di artikan, “permintaan (pertanyaan) kamu untuk responden harus
rinci, ringkas disgjikan, tentang jumlah waktu yang dibutuhkan
narasumber dan apa yang akan ditanyakan kepada mereka, dan kepada
sigpa mereka dapat menghubungi untuk mendapat informas |ebih

lanjut, dan sebagainya”.

Artinya informan selain diminta kesediaannya untuk menjadi
narasumber, mereka boleh menghubungi lebih lanjut apabila mereka
ingin menjawab pertanyaan yang di gjukan apabila mereka kurang
yakin dengan jawaban mereka sendiri. Bertanya pada teman nya yang
lebih mengetahui atau sekedar menjadi pengingat merupakan hal yang
boleh mereka lakukan untuk menjawab pertanyaan dari Penulis. Proses
wawancaraini dilakukan dengan panduan wawancara sebagai alat bantu

Penulis dalam mempersiapkan dan membuat penyajian data.

Menurut Lindlof (dalam Holloway, 2002: 259) mengenai wawancara
bagaimanapun juga lebih dari sekedar percakapan, karena selalu
terdapat tujuan, dan biasanya wawancara memiliki beberapa struktur.
Tujuan dan dergjat struktur dibentuk oleh seseorang, yaitu sang Penulis
yang kemudian mengatur wawancara sedemikian rupa untuk meliput

topik yang diminatinya.
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Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksudkan sebagal cara pengumpulan data
dengan melakukan pemotretan tempat atau apapun yang bisa menjadi
sumber informasi penelitian, pencatatan terhadap dokumen-dokumen
yang bisa menjadi sumber informasi penelitian dan berkaitan dengan
masalah penelitian. Hal ini juga berfungsi untuk menjelaskan objek

yang diteliti dan sebagal data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Penulis akan berusaha mengumpulkan data atau foto-foto dokumentasi
yang kemudian digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh
dari hasil observasi dan wawancara. Bisa berupa data kependudukan,
aktivitas sosial atau hal lain yang sekiranya mendukung atau
menunjukkan hubungan terkait informasi yang membantu penyelidikan
mengenai alasan tertentu yang menjelaskan mengapa masyarakat desa
menolak pembangunan pasar yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa

Karang Anyar.

Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses
pengamatan. Pengamatan yang dimaksud difokuskan pada jenis
kegiatan dan peristiwa tertentu yang bisa memberikan informasi dan
pandangan yang dapat berguna. Melalui observasi, Penulis belgar
tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi
adalah metode pengumpulan data tentang perilaku manusia (Swarjana,

2015: 108).
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Untuk penelitian ini, Penulis dalam melakukan pengumpulan data
menyatakan terus terang kepada informan, bahwa ia sedang melakukan
penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sgjak awal sampai akhir

tentang aktivitas Penulis.

Tetapi dalam suatu saat Penulis juga perlu untuk tidak terus terang atau
ter-samar dalam observasi, ha ini untuk menghindari apabila suatu data
yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan
apabila dilakukan dengan terus terang, maka Penulis tidak akan di
izinkan untuk melakukan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data observasi terus terang atau ter-samar untuk menggali
data dengan mengamati, memperhatikan dan mendengarkan informasi
yang bisa menjelaskan mengapa penolakan masyarakat bisa terjadi
mengenai pembangunan pasar yang dibuat oleh Pemerintah Desa

Karang Anyar.

Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive
Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel yang
digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya
dalam memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut
Bungin (2011: 101) ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam

menentukan informan dalam penedlitian, di-antaranya:
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a. Informan memiliki pengalaman pribadi sesua dengan masalah yang
diteliti.

b. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa.

c. Sehat jasmani dan rohani.

d. Informan bersifat netral tidak mempunya kepentingan menjelekkan
orang lain.

e. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman yang luas mengenai

masalah yang diteliti.

Maka dalam penelitian ini, yang akan dijadikan informan berdasarkan
kriteria di atas yang di antaranya adalah masyarakat Desa Karang Anyar
yang secara pribadi memperhatikan dan memiliki informasi yang cukup
untuk bisa memberikan alasan mengapa melakukan penolakan mengenal

pembangunan pasar tradisional baru tersebut.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka Penulis menentukan
wawancara terhadap informan-informan berikut dikarenakan mereka
termasuk dari masyarakat terpilih yang memiliki informasi mencukupi yang

dibutuhkan Penulis.

1. Bapak Suprapto (Masyarakat)

2. Bapak Legino (Masyarakat)

3. Bapak Radiyo (Masyarakat/Sesepuh Desa)
4. Bapak Paidi (Masyarakat/Sesepuh Desa)
5. Bapak Heriyanto (Masyarakat)

6. Bapak Saroji (Masyarakat)
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7. Bapak Jumeno (Masyarakat)

8. Bapak lan Yudi Suwarno (Masyarakat/Pedagang Pasar)
9. lbu EkaDevi Agustina (Masyarakat/Pedagang Pasar)
10. Ibu Nur Marinem (Masyarakat/Pedagang Pasar)

11. Bapak Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar)

12. Bapak Hermanto (Sekretaris Desa Karang Anyar)

13. Bapak Suradi (Ketua BPD Desa Karang Anyar)

Penulis memilih informan sebanyak tujuh orang yang tergolong masyarakat
atau bukan bagian dari pemerintah desa seperti di atas dikarenakan, pada
saat Penulis melakukan turun lapangan untuk mengetahui kejadian yang
sebenarnya, ternyata tujuh orang di atas adalah orang-orang yang mewakili
masyarakat lainnya di desa untuk mengusut dan meninjau ulang
pembangunan pasar tradisional tersebut yang mereka anggap bermasalah.
Mereka pun menjadi yang menghadapi pemerintah desa sebagal perwakilan

dari masyarakat desa lainnya bahkan sampai ke jalur hukum.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data di sini dimaksudkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk
merapikan dan menyusun data penelitian lebih bailk atau dibuat Iebih
sistematis. Sistematis artinya membuat pembagian data terhadap data yang
didapat untuk memudahkan analisis data. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara, studi kepustakaan, hasil observasi atau dokumentasi lainnya

disusun melalui tahap-tahap berikut :
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Tahap Pemeriksaan Data/ Editing

Tahapan berikut ini dilakukan sebagai proses untuk memeriksa kembali
data yang diperoleh untuk mencari tahu apakah masih ada data yang
kurang, salah posisi penempatan atau bahkan terdapat kekeliruan.
Tujuan adanya proses editing ini adalah untuk mengurangi jumlah
kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam data penelitian ini. Data
yang dimaksud baik itu pada bagian pertanyaan yang di gukan ke
informan atau narasumber, data informasi sebaga hasil yang
didapatkan setelah wawancara serta lainnya yang Kkirakira bisa

diperbaiki lagi.

Interpretasi Data

Data dalam tahapan ini diproses untuk dapat memberikan penafsiran
dari data yang telah didapatkan Penulis dari lokasi penelitian. Menurut
LeCompte (2013: 2),“Interpretation tells readers what that story
means”’, artinya “interpretasi memberitahukan kepada pembaca apa inti
dari is pendlitian”. Data yang didapat baik primer maupun sekunder
akan dicari maknanya dan kemudian dihubungkan dengan jawaban

informasi dengan data hasil yang lainnya.

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan.

Menurut Haberman dalam skripsi Prastuti (2011: 47) 3 tahapan tersebut di

antaranya:
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1. Reduksi Data
Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dikerjakan dengan
melakukan proses pemilihan, menaruh perhatian pada penyederhanaan,
data abstrak dan informasi data kasar yang muncul dari hasil wawancara.
Data-data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian di-analisis
melalui tahapan pengiaman informasi, penggolongan berdasarkan
kelompoknya, pengarahan atau di-arahkan arti dari data tersebut,
menyingkirkan yang tak perlu atau diorganisasikan dengan cara-cara

sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi.

2. Penygjian Data/ Display
Data yang sudah disusun sebagai hasil yang diperoleh dari tahap reduksi
data, kemudian disgikan dalam bentuk teks yang kemudian
dideskripsikan dalam bentuk tulisan/narasi yang memungkinkan untuk

dapat dilakukannya pengambilan simpulan penelitian.

Tahap penygjian data, bermanfaat untuk melihat gambaran keseluruhan
dari hasil penelitian. Hasil dari tahap reduks data yang dilanjutkan pada
tahap penyajian data itulah kemudian Penulis dapat menarik kesimpulan
data atau verifikasi sehingga makna dari data yang diperoleh di |apangan

penelitian dapat segera diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

3. Veifikasi Data
Kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara, sebab dapat
berubah bila tak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kessimpulan awal yang
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didapatkan, dapat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan
konsisten pada saat Penulis turun ke lapangan untuk mengumpulkan data,

maka kesimpulan awal tersebut menjadi kesimpulan yang meyakinkan.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi suatu temuan baru yang belum
pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi yang
sebelumnya mungkin masih belum jelas maksudnya, setelah diteliti oleh
Penulis dapat tampak lebih jelas atau lebih bisa dimengerti mengenal apa

maksud dari data deskripsi tersebut.

Teknik Keabsahan Data

Mengenai penelitian kualitatif, data yang didapat dikatakan valid atau sah
apabilatidak ada perbedaan antara yang dilaporkan Penulis dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan
data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber sebagal salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data
dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-
masing narasumber. Sebab menurut Ibrahim (2015: 124), dalam redlitas
penelitian, seorang peneliti akan dihadapkan dengan banyak data. Bahkan

tak jarang akan menemukan sesuatu yang saling berbeda dari data tersebut.

Penulis akan membandingkan data yang didapat dari tiap informan yaitu
masyarakat Desa Karang Anyar, apa dan bagaimana data yang didapat dari

informan A, kemudian dibandingkan dengan informan B, dan seterusnya
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begitupun dengan informan C, D dan sebagainya. Dengan menggunakan
teknik triangulasi sumber, Penulis berusaha untuk dapat memastikan data

mana yang benar dan dapat dipercaya setelah melakukan perbandingan.

Manfaat dilakukannyatriangulasi dataini adalah, supaya bisa meningkatkan
kepercayaan penelitian dan dapat terlihat mengenai sudah sebaik apa
penelitian berjalan dan informasi yang didapatkan tentang bagaimana
persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar oleh Pemerintah Desa

Karang Anyar.



V. GAMBARAN UMUM LOKAS|I PENELITIAN

Segjarah Singkat Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar adalah salah satu desa di Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Asal-usul Desa Karang
Anyar dahulunya adalah hutan belantara, kemudian menurut cerita
penduduk setempat, datanglah sgjumlah orang dari Provins Jawa Tengah
sekitar tahun 1935. Warga yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah tersebut
pada akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya sebuah desa yang
diberi nama Desa Karang Anyar sesuai dengan nama desa dimana mereka

berasal, yakni Desa Karang Anyar di Jawa Tengah.

Terbentuknya Desa Karang Anyar pada tahun 1935 sampai dengan tahun
2018, Desa Karang Anyar sudah mengalami 5 kali pergantian Kepala Desa
atau Kepala Kampung, adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai

Kepala Desa dan periode kepemimpinannya yaitu :

1. Yusuf : tahun 1935 sampai 1950

2. Hadi Sumanto : tahun 1950 sampai 1966
3. Hakim : tahun 1966 sampai 1998

4. Suparmin : tahun 1998 sampai 2013

5. Sumanto : tahun 2013 s/d sekarang



Adapun visi dan misi yang dimiliki Desa Karang Anyar sebagai berikut :

1. Visi
Kebersamaan dalam membangun demi Desa Karang Anyar yang lebih
maj u.

2. Mis

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa Karang Anyar
yang ada.

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar
menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan
yang partisipatif.

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, berupaya mewujudkan
Desa Karang Anyar yang aman, tentram, dan damai.

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar
memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesgahteraan

masyarakat.

L etak Geogr afis Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung memiliki jarak
tempuh ke ibukota kecamatan 8 km dan jarak tempuh ke ibukota K abupaten

Lampung Selatan yaitu 65 km.

Secara geografis Desa Karang Anyar ini berbatasan langsung dengan

wilayah-wilayah sebagai berikut :
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejomulyo.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marga Karya dan Marga Agung.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Sari.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerawang Sari dan Desa Fajar

Baru.

Pemerintahan dan Jumlah Penduduk

Pemerintahan Desa Karang Anyar pada saat ini dipimpin oleh seorang
Kepaa Desa yang dipilih oleh masyarakat pada tahun 2013. Kepala Desa
yang terpilih adalah Sumanto yang didampingi oleh Sekretaris Desa yaitu
Hermanto. Berikut nama-nama jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar

beserta pegjabat aparaturnya.

Tabel 2. Nama-nama Jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta
Pegjabat Aparatur Desa

No Nama Pejabat Desa Jabatan
1 Sumanto KepalaDesa
2 Hermanto Sekertaris Desa
3 Sunaryo Kaur Pemerintahan
4 Rubinem Kaur Umum
5 Ponijan Melan Kaur Pembangunan
6 Abdul Rachman Kaur Kesgjahteraan Rakyat
7 Ratna Ningsih Kaur Keuangan
8 Sunaryo Kadus| A
9 Rahman Kadus| B
10 Ddlijan Kadus Il A
11 Muchdi KaduslIl B
12 Sararto KadusIll A
13 Sarimun Kaduslll B
14 Rikam Hardi Kaduslll C
15 Bahrudin KaduslV A
16 Sumgji Kadus Karang Turi
17 Lasono Kadus Pal Putih 1
18 Hasim Kadus Pal Putih 2
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19 Jamal Kadus TegaLega
20 Mudiono Kadus Karang Indah
21 Samidi Kadus Karang Tani
22 M Y usuf Kadus Priyangan

23 Restu Kuncoro Kadus Karang Mas
24 Daluwih Sutriano, SH Kadus Permata Sari

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar Tahun 2017

Melihat Tabel 2 dapat diketahui bahwa di Desa Karang Anyar terdapat 1
orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 orang Kepala Urusan (Kaur)
yang bertugas membantu Kepada Desa, dan 17 Kepala Dusun dengan
jumlah penduduk Desa Karang Anyar menurut data monografi pada tahun

2017 adalah sebanyak 17.583 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Jenis Kelamin

Tahun 2017
NO Jenis Kelamin Jumlah Persen (%)
1 Laki-laki 8.622 49.30
2 Perempuan 8.961 50.70
Jumlah 17.583 100.00

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar Tahun 2017

Melihat Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Karang
Anyar pada tahun 2017 adalah 17.583 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut
terdapat 8.622 penduduk berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 49,30% dan

8.961 penduduk berjenis kelamin perempuan atau sekitar 50,70%.
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Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penting bagi penelitian ini untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan

tingkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan menjadi salah satu
faktor yang menentukan kesgahteraan, pekerjaan, dan juga menentukan
persepsi seseorang dalam menanggapi suatu hal atau fenomena. Berikut ini
adalah data penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan tingkat
pendidikannya.

Tabe 4. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2017

Pendidikan Jumlah Persen (%)
Belum/Tak Sekolah 5211 30.43
Tidak Tamat Sekolah Dasar 567 331
Tamat Sekolah Dasar 5101 29.78
Tamat SMP 2252 13.15
Tamat SMA 3501 20.44
Tamat Akademi/Diploma 172 1.00
Tamat S1 Sederajat 223 131
Buta Huruf 97 0.56

Jumlah 17124 100.00

Sumber: Monografi Desa Karang Anyar 2017

Melihat Tabel 4, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karang Anyar
sebagian besar belum berpendidikan atau tidak sekolah (sebanyak 5.211
jiwa atau 30,43%), kemudian Tidak Tamat Sekolah Dasar (sebanyak 567
jiwa atau 3,31%), Tamat SD/MI (sebanyak 5.101 jiwa atau 29,78), Tamat
SLTP/MTs (2.252 jiwa atau 13,15%), Tamat SLTA/MA (3.501 jiwa atau
20,44%), Tamat Akademi/Diploma (sebanyak 172 jiwa atau 1,00%), Tamat
S1/Sedergjat (sebanyak 223 jiwa atau 1,302%), dan Buta Huruf (sebanyak

97 jiwa atau 0,565% dari jumlah penduduk). Dengan demikian dapat
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dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Karang Anyar
tergolong masih rendah, karena sebagian besar penduduknya belum

berpendidikan atau tidak sekolah.

Mengetahui hal itu, sebenarnya faktor yang mendasari banyaknya
masyarakat yang belum berpendidikan atau tidak sekolah disebabkan karena
di Desa Karang Anyar terdapat banyak anak-anak yang masih balita, selain
itu juga minat untuk berpendidikan tinggi di desa tersebut masih rendah

meskipun ada sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi.

Jumlah Penduduk berdasarkan M ata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas utama untuk memperoleh
penghasilan, sehingga dengan penghasilannya tersebut diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan
sekunder. Oleh karena itu berikut ini akan digambarkan data penduduk

berdasarkan mata pencahariannya

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Mata
Pencaharian Tahun 2017

Mata Pencaharian Jumlah Persen (%)

Pegawai 386 9.17
Wiraswasta 362 8.60
Tani 598 14.21
Pertukangan 2575 61.22
Buruh Tani 211 5.01
Pensiunan 17 0.40
Jasa 57 1.35

Jumlah 4206 100

Sumber : Data Monografi Desa Karang Anyar 2017
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Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa
Karang Anyar bekerja sebagai tukang dengan jumlah sebanyak 2.575 orang
atau 61,22%. Pertukangan yang dimaksud adalah menjadi buruh bangunan,
baik bangunan jalan, rumah, toko, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah
yang paing rendah adalah mata pencaharian di bidang jasa yang hanya
dilakukan oleh 57 orang atau 1,35%. Masyarakat yang bekerja di bidang
jasa ini sebagian besar tinggal di Dusun Permata Sari, dimana Dusun
Permata Sari ini merupakan kompleks perumahan terbesar dan satu-satunya

kompleks perumahan yang ada di Desa Karang Anyar.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan agama dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Agama

Agama Jumlah Persen (%)
Islam 16806 94.22
Katholik 360 2.02
Kristen 422 2.37
Hindu 201 1.13
Budha 48 0.27

Jumlah 17837 100

Sumber : Monografi Desa Karang Anyar 2017

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa
Karang Anyar menganut agama Islam, yaitu sebanyak 16.806 orang (94,22
%) sedangkan sisanya menganut agama Katolik sebanyak 360 orang (2,02
%), Kristen sebanyak 422 orang (2,37%), Hindu sebanyak 201 orang (1,13

%) dan Budha sebanyak 48 orang (0,27%).
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Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana dipergunakan untuk menunjang kegiatan dan segala
aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk menunjang pendidikan,
perekonomian, pengetahuan agama, dan kesehatan. Berikut ini adalah

informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Karang Anyar.

Tabel 7. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2017

Sarana dan Prasarana Jenis Jumlah
Sarana Peribadahan - Magjid 12 Unit
- Mushola 27 Unit
Pemakaman - Makam 15 Unit
Sarana Air Bersih Desa - Sumur Bor 4 Unit
Sarana dan Prasarana - Poskesdes 1 Unit
Kesehatan - Puskesmas 1 Unit
- Posyandu 11 Kelompok
- Dukun/Tabib 13 Orang
- Bantuan Posyandu PMT Balita
- Bidan Desa 4 Orang
Sarana Pendidikan - SD Negeri dan Swasta 6 Unit
- Pondok Pesantren 4 Unit
-SLTP 1 Unit
- PAUD dan TK 14 Unit

Sumber : Data Monografi Desa Karang Anyar 2017

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa dalam menunjang kegiatan dan
aktivitas masyarakat di Desa Karang Anyar, sarana dan prasarana yang
paling banyak dimiliki desa adalah sarana peribadahan (masjiid dan

mushola) yang berjumlah 39 unit.

Alasan banyaknya sarana peribadahan ini karena di Desa Karang Anyar
terdapat 7 lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren dan majelis
taklim. Pada umumnya lembaga pendidikan agama tersebut membangun

magjid atau mushola sehingga hal ini menjadi penyebab sarana peribadahan
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yang dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar menjadi yang paling banyak.
Sarana paling minim yang dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar adalah
sarana air bersih (sumur bor) yang hanya berjumlah 4 unit. Sarana air bersih
(sumur bor) minim dimiliki masyarakat karena topografi Desa Karang
Anyar termasuk wilayah dataran rendah serta memiliki saluran irigasi,

sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dengan masalah air bersih.

Segjarah Tanah Lapangan Olahraga Desa Karang Anyar

Tanah lapangan olahraga di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan dibuat pada tahun 1980-an, yang mana pada
tahun itu, tanah tersebut hanyalah tanah kosong yang dimiliki oleh beberapa
orang dan berupa tanah penuh tumbuhan liar dengan permukaan tanah yang
tidak rata. Atas inisiatif dari warga desa pada kala itu yang kemudian
menyatakan keinginan mereka kepada Kepala Desa Karang Anyar saat itu
yaitu Bapak Hakim, untuk merestui dan membantu mewujudkan keinginan
masyarakat supaya Desa Karang Anyar bisa memiliki tanah lapangan

sendiri untuk digunakan dalam berbagai macam kegiatan.

Beruntungnya, Bapak Hakim selaku kepala desa kala itu sependapat dan
menyetujui permintaan masyarakat untuk dibuatkan lapangan untuk Desa
Karang Anyar yang kemudian melakukan musyawarah bersama aparatur
desa lainnya untuk disebarkan ke masyarakat desa lainnya. Akhirnya dipilih
usaha gotong royong bersama-sama untuk membeli tanah yang posisinya
ada di dekat pasar. Melaui bantuan dari beberapa orang warga yang diminta

kepala desa untuk menjadi perwakilan, ditugaskan menarik iuran dari tiap
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warga sebanyak 3000 rupiah tiap orang untuk dikumpulkan dan digunakan
untuk membeli tanah tersebut dari pemiliknya. Setelah tanah terbeli, kepala
desa dan warga desa melakukan gotong royong membersihkan dan menata

tanah tersebut supaya lebih rapi sesuai harapan.

Selanjutnya, Bapak Hakim selaku kepala desa, mempunyai ide untuk
mempercepat pengolahan tanah lapangan supaya cepat selesai dengan
bantuan alat-alat pertanian. Saat itu Bapak Hakim mendatangi PT Lampung
Pelletizing Factory yang berlokasi di Desa Gedong Wani Lampung Timur
untuk meminta bantuan alat untuk mempercepat pembuatan tanah lapangan.
Pada waktu itu, seorang Kepala Bagian perusshaan yang melayani
permintaan Bapak Hakim memberitahukan kepada salah satu pegawainya
yang merupakan pegawai bagian operator atau kendaraan-kendaraan sebagai
alat bantu pengolahan tanah yang juga sekaligus sebagal salah satu warga di

DesaKarang Anyar yaitu Bapak Paidi.

Pada waktu itu, Bapak Kepaa Bagian memberitahukan kepada Bapak Paidi
bahwa baru sgja kepala desa dari desanya baru sgja meminta bantuan alat
untuk mempercepat pembuatan tanah lapangan. Bapak Kepala Bagian
menugaskan Bapak Paidi untuk memilihkan alat yang cocok dan bantu
pembuatan tanah lapangan itu sampal selesai. Kemudian Pak Paidi langsung
memilih mesin traktor Ford 6600 untuk dibawa ke lapangan di Desa Karang
Anyar yang sedang dibuat dengan cara gotong royong oleh masyarakat.
Begitu tanah lapangan selesai dibangun, Kepala Desa Karang Anyar yaitu

Bapak Hakim mendatangkan Menteri Pertanian pada waktu itu yaitu Bapak
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Achmad Affandi untuk meresmikan tanah lapangan tersebut. Beruntungnya
usahaitu terlaksana, pada tahun sekitar 1982 tanah lapangan itu diresmikan

oleh Bapak Achmad Affandi dengan nama Lapangan Beringin Jaya.

Mengingat tanah itu hasil dari iuran warga pada waktu itu, menjadikannya
tanah lapangan milik masyarakat desa semenjak diresmikan. Dan para
sesepuh waktu itu berpesan supaya tanah lapangan tersebut untuk terus
dipertahankan dan difungsikan untuk memenuhi berbagai macam keperluan
seperti shalat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, acara perayaan

kemerdekaan, tempat kemah maupun yang lainnya.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
mengenal mengapa Persepsi Masyarakat mengenai Pembangunan Pasar oleh
Pemerintah Desa Karang Anyar bersifat negatif dikarenakan adanya
penolakan besar-besaran dari kalangan masyarakat sendiri. Penjelasannya

adal ah sebagai berikut ;

1. Aspek kognitif, tentang pelaksanaan pembangunan dan penataan pasar
tradisional di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan ternyata masyarakat desa tidak mengetahui adanya
musyawarah tentang persigpan pembangunan pasar tradisional tersebut

karena tidak adanya undangan atau g akan dari pemerintah desa.

2. Aspek afektif, dalam hal ini masyarakat desa tetap menolak dilakukannya
peresmian pasar tradisional yang diberi nama “Pasar Karang Anyar”
tersebut dikarenakan adanya berbaga kecacatan dalam proses
pembangunannya yang kemudian menurut masyarakat tak sepatutnya

peresmian pasar tradisional tersebut dilakukan.
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3. Aspek konatif, mengenai pembangunan dan penataan pasar tradisional
yang ditolak oleh masyarakat desa ini, masyarakat desa kemudian
melakukan aksi demonstrasi yang menyatakan penolakan atas
pembangunan pasar yang dilakukan dengan menggunakan tanah
lapangan olahraga milik masyarakat desa tersebut. Tak hanyaitu, melalui
beberapa perwakilan, masyarakat desa mengusung permasalahan tanah
dan pasar ini untuk dibahas dalam acara Musyawarah Pimpinan

Kecamatan.

Mengetahui beberapa pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa usaha
Pemerintah Desa Karang Anyar dalam mengerjakan pembangunan pasar
tradisional ini mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Pembangunan
pasar yang di dalamnya terdapat kecacatan dari segi dokumen, tidak
mengangkat program pembangunan pasar tersebut dalam acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan, kurangnya diskusi bersama dengan masyarakat
desa hingga pembangunan pasar yang dilakukan dengan menggunakan
tanah milik masyarakat desa tanpaizin terlebih dahulu hingga menyebabkan
kebingungan dikalangan masyarakat. Hal ini membuat Penulis akhirnya
menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pembangunan pasar

oleh Pemerintah Desa Karang Anyar adalah negatif.

Saran

Berdasarkan informasi penelitian mengenai Persepsi Masyarakat mengenal
Pembangunan Pasar oleh Pemerintah Desa Karang Anyar dalam Penataan

Pasar ini dapat memberikan saran sebagai berikut :
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1. Pemerintah desa apabila akan melakukan suatu pembangunan yang
dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa di kemudian hari
sebaiknya diawali dengan musyawarah bersama masyarakat desa dan
dilakukan dengan pembahasan yang lengkap, mendalam disertai
pendataan yang memadal sebagai arsip atau catatan rapat yang dapat

dilihat dan diperiksa kembali di kemudian hari.

2. Untuk mencegah kesalahpahaman atau blunder di kalangan masyarakat,
dalam menggagas dan merealisasikan suatu program, pemerintah desa
harus menerapkan sikap jujur, transparan, dan dilengkapi dengan

koordinasi yang mendalam bersama masyarakat.

3. Masyarakat maupun pemerintah desa harus berusaha untuk mengakui
kekurangan dan menurunkan ego masing-masing demi meredakan
konflik tanah dan pasar ini dan juga supaya solusi yang diharapkan untuk
dapat disetujui kedua belah pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat

desa bisa lebih mudah untuk ditemukan.
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